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One of the most important issues who always come up to mass media today is 

about procuring of government goods adan services are made to fulfil need of people 

concerning about completeness service who done by birocrates or social institutions. 

Infact, In procuring of government goods and services, abuse of power and 

missed procedure who caused birocrate or bussines persons asserted in the court always 

occurred. 

This research is referred to know what are the problems and any possibility to 

take in government goods and sevices procuring, specially direct procuring and self 

managed government goods and service in Administrasi Kemasyarakatan department 

of major secretary Medan. 

Type of this research is combining descriptive qualitative an quantitative 

method. It's merged qualitative analysis from responden interview with simple 

tabulation result of distributing questioner. 

The frame work of theory which is used to analyse the problem in this research 

are based on Implementation Theory by George C. Edward and supp01ied by social 

expert conception like Dunn.WD., Van Meter Van Hom and regulation of Peraturan 

Presiden RI No. 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah and other 

regulations. 

This research focused on the method of government goods and service 

procuring, specially direct and self managed procuring . 
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Result of research shows that the implementation of Peraturan Presiden RI No. 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah not run well . Some of 

indicators did not be done optimal like implementation variables, operational standard 

procedure on this unit were not good. Some of others indicators such as no standard 

operational procedure, low transparation, no defined recruitment system, no defined 

distribution of power and responsible, lacked of personil , low ability of staf , no 

obedient implementor, different perception of implementers, reward and punishment 

considered still not satisfied people in government goods and sevices procuring. 

This phenomenon affect the quality of government goods and services procuring 

process, inspite of all weakness and risk canbe occurred. 

Key words: Implementation, Perpres No. 54 Tahun 2010, government goods and 
services, direct and self management procuring. 
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1. Latar Belakang Masalah 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Seiring perkembangan sosial politik dan pemerintahan, terutama sejak 

bergulirnya Reformasi Tahun 1998, harapan masyarakat akan hadirnya sebuah 

pemerintahan yang kredibel dan melayani sangat didambakan. Bahkan aktualisasi 

harapan dan impian tersebut sering muncul dalam bentuk aksi-aksi demo yang tidak 

jarang berakhir secara anarkhis. 

Masyarakat mengharapkan pemerintah melakukan perubahan mendasar yang 

hams dilakukan secara cepat, efektif dan efisien tanpa memandang situasi kondisi 

pemerintahan yang ada. Tuntutan terhadap perubahan pemerintahan (Government 

Change) menjadi sesuatu yang mustahil dihindari. 

Sementara di sisi lain, terdapat budaya pemerintahan yang selama ini sering 

dilayani, bahkan semasa pemerintahan Orde Baru sering disebut bermental 

pangrecht praja, abdi dalem, dalam waktu yang singkat harus merespon tuntutan 

masyarakat (people demand) menjadi pemerintahan yang bersifat melayani ,adaptif 

dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan 

Marijan dalam Ladzi Safroni (2012:9) : " Pada awalnya, memang birokrasi 

hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan pelayanan kepada penguasa, 

dengan tujuan untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan". 

Pendapat yang sama Agus Dwiyanto dkk( 2006 : 26): "Para abdi dalem tidak 

melayani kepentingan mas arakat umum, tetapi melayani kepantingan raja (sultan). 

Orientasi politik dan tugas para abdi dalem semata-mata untuk mendahulukan 
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kepentingan sultan daripada rakyat banyak. Sikap feodalistik yang diturunkan dari 

birokrasi keraja:m tersebut sulit terhapuskan dalam masa birokrasi pemerintahan 

colonial Belanda. Bahkan pada era birokrasi modern saat ini, masih sering 

ditemukan aparat birokrasi yang sulit bersikap kritis kepada pimpinannya dan 

cenderung memiliki orientasi nilai pada kepentingan pimpinan, bukannya pada 

kepentingan publik". 

Hampir setiap hari seluruh jenjang pemerintahan mulai dari pemerintah pusat 

sampai dengan pemerintah kabupaten/kota harus berhadapan dengan berbagai 

kelompok kepentingan yang menyampaikan keinginannya , mulai dari cara yang 

paling lunak berupa anjang sana, temu muka, audiensi , bahkan sampai dengan cara 

yang paling kasar/keras berupa demontrasi, unjuk rasa, mogok massal hingga 

merusak fasilitas umum yang ada. 

Melihat fenomena ini, kehadiran sebuah pemerintahan yang baik (good 

government) dirasakan sangat mendesak.Pemerintahan yang baik dianggap sebagai 

pintu keluar yang terbaik guna menjawab kebutuhan masyarakat . 

Berkembangnya proses reformasi ini melahirkan UU no. 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk 

dilayani,sebagai mana Pasal 18: Masyarakat berhak :"  . . . . . .  i. mendapat pelayanan 

yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan". 

Mustafa Lutfi menjelaskan ( 2011: l l )  : 

"Adapun penyelenggaraan pelayanan public yang wajib diselenggarakan oleh 

Negara/Pemerintah sebagi wujud dari kewajibannya yaitu meliputi, misalnya: 

1. Jaminan Pelaksanaan kebebasan warga Negara yang berkenaan dengan 

pelaksanaan HAM, 

2. Jaminan Pelayanan Keamanan Dasar, 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

STUD! IMPLEMENTASI PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN FOKUS METODE PENGADAAN 

LAN GS UNG DAN SW AKELOLA BARANG/JASA PEMERINT AH 

PADA BA GIAN ADMINISTRASI KEMASY ARAKA TAN SETDA KOT A MEDAN 

Petunjuk : 

A. Bacalah petunjuk setiap pertanyaan dan kuesioner ini dengan seksama sebelum 

saudara memilih jawabannya 

B. Instrumen ini terdiri dari 5 kuesioner ; 

D Kuesioner I adalah isian tentang biodata responden 

D Kuesioner II adalah pernyataan yang memberikan gambaran tentang Variabel 

Struktur Birokrasi 

D Kuesioner III adalah pernyataan yang memberikan gambaran tentang Variabel 

Sumber daya 

D Kuesioner IV adalah pernyataan yang memberikan gambaran tentang Variabel 

Disposisi pelaksana 

D Kuesioner V adalah pernyataan yang memberikan gambaran tentang Variabel 

Komunikasi 

C. Pada setiap pernyataan berilah tanda (X ) pada kotak jawaban yang menurut 

pendapat Bapak/Ibu/Saudara paling sesuai 

D. Untuk menjamin validitas serta akurasi data yang diperoleh, diharapkan 

Bapak/Ibu/Saudara mengisi sendiri ( tidak berdiskusi ) 

E. Mohan diperhatikan bahwa hanya ada satu jawaban ( tanda silang ) untuk setiap 

pernyataan jika anda ingin membatalkan jawaban, maka berilah tanda (=) pada 

jawaban dimaksud, kemudian beri tanda silang (X ) pada jawaban pilihan 

berikutnya 

F. Saya mohon agar Bapak/Ibu/Saudara menjawab pernyataan dibawah ini dengan 

jujur dan benar karena hasil penelitian ini tidak akan berarti sama sekali apabila 

jawaban yang diberikan bukan merupakan kenyataan yang sesungguhnya 
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KUESIONER I. BIODATA INDIVIDU 

Petunjuk : 

Isilah jawaban pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda eek (Y) pada 

kolom jawaban yang telah disediakan. 

I. Nomor Kode 

2. Usia 

3. Jenis Kelamin 

4. Pendidikan 

Urn um 

5. Pendidikan 

Tambahan 

6. Jabatan 

7. Golongan 

8. Lama Kerja 

9. Profesi 

diisi oleh panitia 

.................. tahun 

CJ : pria CJ wanita 

c:J :SLTA CJ DIII c:J SI (Sarjana) 

CJ : S2 (Magister) c:J : S3 (Doktoral) 

: I) ............................................ Laman ya : ................. tahun 

2) ............................................ Lan1anya : ................. tahun 

3) Lamanya : ..................... tahun 

: ........... tahun .......... bulan 

c:J : Staf [=:J Pej. Eselon [=:J Fungsional 

CJ Profesi lain 
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KUESIONER II. STRUKTUR BIROKRASI 

Petunjuk : 

Isilah jawaban pemyataan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada 

kolom jawaban yang telah disediakan. 

A. Standard Operasional Prosedur (SOP) 
1. Tingkat ketersediaan standard operasional prosedur dalam pengadaan langsung 

dan swakelola : 
a. Sangat tidak tersedia 
b. Tidak tersedia 
c. Tersedia 
d. Sangat tersedia 

2. Tingkat kejelasan/keterbukaan prosedur pengadaan langsung dan swakelola 
a. Sangat tidak jelas 
b. Tidak jelas 
c. Jelas 
d. Sangat jelas 

3. Tingkat kepastian waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan langsung dan 
swakelola 
a. Sangat Tidak pasti 
b. Tidak pasti 
c. Pasti 
d. Sangat Pasti 

4. Tingkat kemudahan prosedur dalam proses pengadaan langsung dan swakelola 
a. Sangat tidak mudah, 
b. Tidak mudah, 
c. Mudah, 
d.Sangat mudah 

5. Tingkat kejelasan system rekrutmen pejabat dalam proses pengadaan Iangsung 
dan swakelola 
a. Sangat tidak jelas 
b. Tidak jelas 
c. Jelas 
d.Sangat jelas 

6. Tingkat kejelasan system penggajian dalam proses pengadaan barang dan jasa 
a. Sangat tidak jelas 
b. Tidak jelas 
c. Jelas 
d.Sangat jelas 
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H a I·· : .lzia,.a,�nelitian 

Yth. Walikota Medan 
cq. Sadan Litbang Kota Medan 
di -

>' ., 'i.i��r\lgan Hotfuat, 
SehUel:lngan dengan · adanya tugas akhir mahasiswa Program . P.ascasarjana 
Magister Adrninistrasi Publik · Un'iversita$ Medan Area, karni mohon kesediaan 
Saudara memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah 
ini: 

Nama 

NPM 
Prggram Studi 
Judul tesis 

Muhammad Alihanafiah 

121801032 

Magister Administrcisi Publik 
'�lmplementaSi Peraturan Ptesiden RI No. 54 Tahun 2010 
Tentang Pengadaan Barang!Jasa Pemerintah Di Bagian 
Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota 
Medan" 

Untuk melaksanakan Pengambilan data di lnstansi yang Bapak/lbu Pimpin sebagai 
bahan untuk melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pascasarjana 

. . . · ·Magist�cAdfllir!i$t.r,q,,§i,R.Y9Jj�.�,.WJMJ1"�JR,tt��tcM.�,Q,s.fil��r���,,,.,",,. '" ·•> ... ,,. . · . )""i· �;.:t� .•. ,. 

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima 
kasih. 

Tembusan: 
1. Ka. Prodi MAP PPs UMA 
2. Mahasiswa Ybs. 
3. Pertinggal. 

... f0Mi\vr1.:04-09 .. REV: 00. t(;G;!;.,f:FFA;'87t.JA.N;;2-f)j$ .. 
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SURAT REKOMENDASI PJ!;NELITIAN 
NOMOR 070/�')/,, /Balitbang/2014 

Ber<;l.asarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2001, Tanggal 13 
ovember 200J. dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 
010 tent;arrg Tugas Pokok dan Fungsi 8a0.an Penelitian dan Pengembangan Kota Mec;ian dan 
etelah membaca I memperhatikan surat dari Progra.m Pascasarj�na UMA Nomor 
706/Wadir.Ak/PP-S'"'UM,A/AK/2014 tanggal : 07 Maret 2014 Perihal : Izin Penelitian. 

Badan Penel:i.tian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat 
ekomendasi Peneliti,an Kepada 

Nama 

NPM 

Lokasi 

Judul Tesis 

Program Studi 

Laman ya 

Penanggung Jawab 

�uhammad A,l.ihanaf iah 
121801032 

'
sagiar1 Actxpinistrasi dah Ketnasyarakatan Setda Kota Medan 

Impl,emeintasi Pe-raturan Pr(;;lsic;ien RI No. :• ',/' , 54 Tahun 2010 

Tent�ng '''z .. ''p�i) .. ga'dkan Barang/Jasa 
� ·'. - . !·. '· '.: ,' ' ' 
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Pemerin t ah 

Sekretariat 

di Bagi an 

Daerah Kota 

An.Dir�k,t�r Wakil Direktu? Bid.Akademi P.Pascasarjana OMA. 

engan ketentuan sebagai berikut ; 

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan. 

2. Mernatuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi tempat penelitian. 
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang 

telah diizinkan. 
4. Hasil peneli tian diserahkan kepada Kepala Bali tbang Kot a Medan selamba t 

larnbatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalarn bentuk Hard copy & So.ft �QPY· 
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila perne9ang s·urat 

rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada 
Pemerintah Kata Medan. 

6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. 

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

�&"'l'.lbusan : 
:-:-walikota Medan (sebagai laporan). 

S(:,lr. 
l. Sdr. Wakil Direktur 

yang bersangkutan. 
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